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OMBUDSMAN RI UNGKAP TEMUAN TAMBANG NIKEL BLOK MANDIODO DI 
KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA 

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto berfoto bersama Direktur Utama PT Antam 

Sumber: https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-ungkap-temuan-tambang-nikel-blok-mandiodo-di-

konawe-utara-sulawesi-tenggara 

 

Isi Berita:  

Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan tambang nikel Blok Mandiodo di Kabupaten 

Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Temuan berdasarkan hasil peninjauan 

lapangan akhir 2023 itu salah satunya terkait adanya dampak lingkungan yang cukup serius 

akibat dari penambangan nikel ilegal. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada Selasa 

(23/1/2023).Dalam Penyampaian Hasil Tinjauan Lapangan Ombudsman RI di lokasi tambang 

nikel PT Antam Tbk Blok Mandiodo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra.Menurutnya, adanya 

kasus hukum yang terjadi pada wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Antam Tbk di 

Blok Mandiodo, Kabu juga merupakan kasus yang serius untuk ditindaklanjuti. 

"Terutama dalam aspek pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan operasional dan 

RKAB usaha tambang," katanya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. "Peradilan kasus 

tersebut tentu harus membuktikan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar 

dengan pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dikutip 

dalam keterangan tertulisnya. 
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Berdasarkan tinjauan lapangan itu, Hery mengungkapkan sejumlah temuan terkait keluhan 

warga dan kondisi lingkungan di area pertambangan tersebut. Di Desa Tapumea, Ombudsman 

menemukan fakta bahwa sebelum adanya kegiatan pertambangan, sebagian besar masyarakat 

bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. 

"Namun saat ini masyarakat sudah tidak bisa lagi melaut dan bertani karena perairan laut yang 

ada di sekitar Blok Mandiodo telah tercemar dengan aktivitas pertambangan," jelasnya."Selain 

itu, lahan pertanian telah dialihfungsikan menjadi lahan pertambangan," ujarnya 

menambahkan. 

Dampak lingkungan lainnya adalah terjadi pendangkalan pantai karena tidak adanya 

pengelolaan pertambangan oleh perusahaan. Setidaknya, 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

yang sebelumnya melakukan eksploitasi di Blok Mandiodo. Selain itu tidak adanya 

pemeliharaan jalan umum baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah, membuat 

masyarakat lokal belum pernah merasakan jalan yang layak di desa mereka.Hal serupa juga 

terjadi di Desa Tepunggaya. Sedangkan di Desa Mandiodo Ombudsman menemukan fakta 

bahwa kegiatan eksploitasi dimulai sejak tahun 2007, namun tidak ada program CSR dari 

perusahaan-perusahan swasta. 

"Hanya ada uang kompensasi atau biasa disebut uang debu. Terdapat kegiatan CSR ketika 

pihak PT Antam Tbk mengambil alih WIUP baik berupa pembangunan fisik maupun 

beasiswa," kata Hery. 

Masyarakat Desa Mandiodo juga berharap PT Antam Tbk dapat membuka lapangan kerja bagi 

warga lokal dan segera menyelesaikan tanah masyarakat yang belum dibebaskan. Hery 

mengatakan, berdasarkan hasil kajian ini, pihaknya memberikan sejumlah saran kepada pihak 

terkait. 

"Pengelolaan tambang Blok Mandiodo harus memberikan manfaat secara holistik di bidang 

sosial, ekonomi dan lingkungan bagi warga sekitarnya," jelasnya. 

Kementerian ESDM dan PT Antam Tbk agar mengaktifkan kembali kegiatan operasional 

pertambangan Blok Mandiodo. 

"Dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan 

publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hery. 

"Membiarkan berhentinya operasional tambang di Blok Mandiodo berlarut-larut tentu bisa 

berdampak kerugian sosial ekonomi yang lebih besar lagi," katanya menambahkan.Ia 

menambahkan, terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus 

dijalankan dengan baik dan tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ombudsman juga menekankan pengelolaan tambang di Blok Mandiodo harus menerapkan 

prinsip-prinsip good mining practice yang dapat memberikan manfaat bagi warga sekitarnya 

secara berkelanjutan. 

"Efek negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascaterjadinya 

permasalahan hukum di Blok Mandiodo harus segera diperbaiki pihak pemerintah 

(Kementerian ESDM) dan PT Antam Tbk, agar tidak memberikan efek berkepanjangan," 

jelasnya. 
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Sumber Berita 

1. https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-ungkap-temuan-tambang-nikel-blok-

mandiodo-di-konawe-utara-sulawesi-tenggara, “Ombudsman RI Ungkap Temuan 

Tambang Nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara Sulawesi Tenggara”, 23 Januari 2024. 
2. https://madu.tv/ombudsman-ri-ungkap-temuan-tambang-nikel-blok-mandiodo-sulawesi-

tenggara/, “Ombudsman RI Ungkap Temuan Tambang Nikel Blok Mandiodo Sulawesi 

Tenggara”, 23 Januari 2024. 

Catatan 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada: 

a) Pasal 2 menyatakan bahwa “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola 

berasaskan: 

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 

c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

b) Pasal 39 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa “IUP Operasi Produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat kctentuan sekurang-

kurangnya: j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang” 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib 

memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL.” 
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